
Menimbang

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2OO7

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BISM I LLAH I RRAH MAN I RRAH I M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai

imp lementas i  Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana

te lah  d iubah dengan Undang-Undang Nomor  B Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant i  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),

d ipandang per lu  mengga l i  sumber -sumber  Pendapatan  As l i

Daerah guna membiayai  penyelenggaraan Pemerintahan dan

pembangunan Daerah;

b.  bahwa Retr ibusi  Rumah Potong Hewan merupakan jenis

Retr ibusi  Daerah yang berpotensi  sebagai  sumber Pendapatan

Asl i  Daerah, dipandang per lu dipungut Retr ibusi  Daerah;

c.  bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud

da lam huru f  a  dan huru f  b  per lu  menetapkan Qanun Kota

Langsa tentang Retr ibusi  Rumah Potong Hewan.

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Tahun 7967 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara  Nomor  2B2a) ;

Meng inga t



2 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun L997 tentang Pajak Daerah

dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 7997 Nomor

41,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  3685)  sebaga imana

te lah  d iubah dengan Undang-Undang Nomor  34  Tahun 2000

ten tang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  1B Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor  B Tahun 1981 ten tang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara  Tahun 1981 Nomor  76 ,  Tambahan

Lembaran Negara  Nomor  3209) ;

Undang-Undang Nomor  44  Tahun 1999 ten tang

Penyelenggaraan Keist imewaan Propinsi  Daerah Ist imewa

Aceh (Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor  772,  Tambahan

Lembaran Negara  Nomor  3893) ;

Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2001 ten tang Pembentukan

Kota  Langsa (Lembaran Negara  Tahun 2001 Nomor  83 ,

Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4134) ;

Undang-Undang Nomor  10  Tahun 2004 ten tang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun

2OA4 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor a3B3);

Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2OA4 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20A4 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana

te lah  d iubah dengan Undang-Undang Nomor  B Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant i  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor  33  Tahun 2AA4 ten tang Per imbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1 1  T a h u n  2 0 0 6  t e n t a n g

Pemer in tahan Aceh (Lembaran Negara  Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang nomor  8  tahun 1981 ten tang

Hukum Acara  P idana (Lembaran Negara  Tahun 1983 Nomor

36,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  3258) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retr ibusi

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2001 Nomor  119,  Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);

12 .  Keputusan Menter i  Da lam Neger i  Nomor  23  tahun 1986

tentang Ketentuan Umum mengenai penyidik Pegawai Neger i

S ip i l  d i l ingkungan Pemer in tah  Daerah jo  Keputusan Menter i

Dalam Negeri  Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai

Neger i  S ip i l  d i l ingkungan Pemer in tah  Daerah;

13. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 174 tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retr ibusi  Daerah;

14. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 775 tahun 7997

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retr ibusi

Daerah.

15. Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 15 Tahun 2006

ten tang Jen is  dan Bentuk  Produk  Hukum;

16.  Pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  L6  Tahun 2006

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;

17.  Pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  17  Tahun 2006

tentang Lembaran Daerah dan Ber i ta Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

d a n

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI RUMAH

POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da lam Qanun in i  yang d imaksud dengan :

a.  Daerah adalah Kota Langsa.
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b . Pemerintah Daerah adalah Wal ikota dan Perangkat Daerah

sebagai  penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah adalah Wal ikota Langsa.

Wal iko ta  ada lah  Wal iko ta  Langsa.

Pemerintah Daerah adalah Wal ikota dan Perangkat Daerah

sebagai  penyelenggara Pemerintah Daerah.

DPRK adalah Dewan Perwaki lan Rakyat Kota Langsa.

Pelabat adalah Pegawai yang diber i  tugas tertentu di  b idang

Ret ibusi  Daerah sesuai  dengan Peraturan perUndang-

Undangan yang ber laku .

Badan ada lah  suatu  bentuk  Badan Usaha yang mel ipu t i

Perseroan Terbatas,  Perseroan Komanditer,  Perseroan la innya,

Badan Usaha Mi l i k  Negara  a tau  Daerah dengan nama dan

bentuk  apapun,  persekutuan,  perkumpulan ,  f i rma,  Kongs i ,

Koperasi ,  Yayasan atau Organisasi  yang se. lenis,  Lembaga,

Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap sefta Bentuk Badan Usaha

l a  i n n y a .

Retr ibusi  Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau

d iber ikan  o leh  Pemer in tah  Daerah dengan menganut  p r ins ip -

pr insip Komersial  karena pada dasarnya dapat pula disediakan

oleh sektor swasta.

Retr ibusi  Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut

Retr ibusi  adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan

fasi l i tas Rumah Potong Hewan Ternak terhadap pemeriksaan

kesehatan  hewan sebe lum d ipo tong,  yang d imi l i k i  dan a tau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wa;ib Retr ibusi  adalah orang pr ibadi  atau Badan yang

menurut Peraturan perundang-undangan Retr ibusi  d iwaj ibkan

untuk melakukan pembayaran Retr ibusi .

Masa Retr ibusi  adalah Sangka waktu ter tentu yang merupakan

batas waktu waj ib bagi  Retr ibusi  untuk memanfaatkan fasi l i tas

Rumah Potong Hewan Ternak.

Surat  pendaftaran Objek Retr ibusi  Daerah yang selanjutnya

d is ingkat  SPdORD ada lah  sura t  yang d igunakan o leh  wa3 ib

Retr ibusi  untuk melaporkan data Objek Retr ibusi  sebagai

dasar perhi tungan dan pembayaran Retr ibusi  yang terhutang

menurut peraturan perundang-undangan Retr ibusi  Daerah.

Surat  Ketetapan Retr ibusi  Daerah selanjutnya dis ingkat SKRD

ada lah  Sura t  Keputusan yang menentukan besar  jumla i ,

Retr ibusi  yang terutang.
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o. Surat  Ketetapan Retr ibusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan

yang se lan ju tnya  d is ingkat  SKRDKBT ada lah  Sura t  Keputusan

yang menentukan tambahan a tas  jumlah Ret r ibus i  yang te lah

di tetapkan.

r

Surat Ketetapan Retr ibusi  Daerah Lebih Bayar,  selanjutnya

d is ingkat  SKRDLB ada lah  Sura t  Keputusan yang menentukan

Sumlah kelebihan pembayaran retr ibusi  karena jumlah kredi t

retr ibusi  lebih besar dar ipada retr ibusi  yang terutang atau

seharusnya terutang.

Surat  Tagihan Retr ibusi  Daerah, yang selanjutnya dis ingkat

STRD adalah surat  untuk melakukan tagihan retr ibusi  dan

atau  sanks i  admin is t ras i  berupa bunga dan a tau  denda.

Surat  Keputusan Keberatan adalah Surat  Keputusan atas

keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ket iga yang

d ia jukan o leh  Waj ib  Ret r ibus i .

Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar i ,

mengumpulkan,  dan mengo lah  da ta  dan a tau  ke terangan

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewaj iban

retr ibusi  berdasarkan Peraturan oerundanq-undanoan

Retr ibusi  Daerah.

Penyidikan t indak pidana retr ibusi  Daerah adalah serangkaian

t indakan yang d i lakukan o leh  peny id ik  Pegawai  Neger i  S ip i l

yang selan;utnya disebut penyidik untuk mencar i  serta

mengumpulkan buk t i  yang dengan buk t i  i tu  membuat  te rang

t indak pidana dibidang retr ibusi  Daerah yang ter jadi  serta

menem ukan te rsangka nya.

t

BAB I I

NAMA OBJEK DAN

SUBJEK RETRIBUSI

Pasal  2

Dengan nama Retr ibus i  Rumah Potong Hewan d ipungut  b iaya

sebagai  pembayaran hewan sebelum dipotong.

Pasal 3

( 1) Ob;ek Retr ibusi  adalah pelayanan penyediaan fasi l i tas

pemotongan hewan yang mel iput i  :

a .  Penyewaan kandang (karan t ina)  ;

S .

b. Pemerik ruun94*



b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;

c.  Pemakaian tempat pemotongan ;

d .  Pemaka ian  tempat  pa layuan dag ing  ;

e .  Pe layanan pengangkutan  dag ing  dar i  rumah potong.

(2) Tidak termasuk Ob;ek retr ibusi  adalah pemeriksaan daging

dar i  Daerah la in  dan dag ing  impor t  dan pe layanan Rumah

Potong Hewan yang dikelola oleh perusahaan Daerah dan

Pihak  Swasta ,

Pasal  4

Subjek Retr ibusi  adalah orang pr ibadi  atau badan yang

menggunakan Rumah Potong Hewan Ternak.

BAB I I I

GOLONGAN RERIBUSI

Pasal  5

Retr ibusi  Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai  Retr ibusi
a ^ ^ ^  |  r ^ ^ L ^
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BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan

jen is  ser ta  jumlah te rnak  yang akan d ipo tong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal  7

Pr insip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tar i f f

Retr ibusi  d idasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan

yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas di ter ima oleh

pengusaha sejenis yang beroperasi  secara ef is ien dan beror ientasi

pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal  8

(1)  Tar i f  Ret r ibus i  d igo longkan berdasarkan jen is  pe layanan dan

j e n i s  j u m l a h  t e r n a k .

e( l )  b e s a r  .  .



(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pada tarif pasar yang

ber laku  d iw i layah Daerah.

(3 )  Da lam ha l  ta r i f  pasar  yang ber laku  su l i t  d i temukan,  maka

tar i f  d i tetapkan sebagai  jumlah pembayaran persatuan uni t

pe layanan/ jasa ,  yang merupakan jumlah unsur -unsur  ta r i f

yang mel ipu t i  :

a.  Unsur biaya persatuan penyediaan lasa;

b .  Unsur  keuntungan yang d ikehendak i  persa tuan jasa .

(4 )  B iaya  sebaga imana d imaksud pada ayat  (3 )  huru f  a  me l ipu t i :

a.  Biaya Operasional  Langsung yang mel iput i  b iaya belanja

Pegawai termasuk pegawai t idak tetap, belanja barang,

be lan ja  pemel iharaan,  sewa tanah dan bangunan,  b iaya

l i s t r i k ,  dan semua b iaya  ru t in /p r iod ik  la innya yang

berkai tan langsung dengan penyediaan jasa;

b .  B iaya  t idak  langsung,  yang mel ipu t i  b iaya  Admin is t ras i

umum dan b iaya  la innya mendukung penyed iaan lasa ;

c.  Biaya Modal,  yang berkai tan dengan tersedianya akt iva

tetap dan akt iva la innya yang ber jangka menengah dan

pan jang yang mel ipu t i  angsuran dan bunga p in jaman,

n i la i  sewa tanah dan bangunan,  dan penyusutan  asset ;

d .  B iaya-b iaya  la innya yang berhubungan dengan

penyediaan jasa sepert i  bunga atas pinjaman jangka

oendek.

(5) Struktur dan besarnya tar i f  sebagaimana dimaksud pada

ayat  (L ) , (2 )  dan (3 )  d i te tapkan sebaga i  ber iku t  :

Jen is  Pe layanan Tar i f

Pemer ikasaan
Kesehatan ternak
sebelum dipotong
Pasar  Kelas I

Sapi /kerbau

Unggas

Rp .

Rp .

Rp .

10 .000 , - /eko r

100,- /ekor

2.000,  - /ekor

Jenis  Ternak

Kambing/Domba

Pemaka ian  kandang

Pemakaian tempat

pemotongan

Pemakaian tempat

pe layanan  dag ing

Rp .

Rp .

Rp .

3.000,- /ekor

100,- /ekor

500,- /ekor

15 .000 , - /2 jam

100,-/2jam

2.5O4,-/2lam

Rp.  5.000,- /ekor /har i

Rp.  200,- /ekor /har i

Rp.  1.000,- /ekor /har i

Rp . 10.000,- /ekor

2 .000 , - /eko r

Rp .

Rp .

Rp .

'  , . v .
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BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retr ibusi  yang terutang di  wi layahDaerah tempat pelayanan

penyediaan fasi l i tas Rumah Potong Hewan ternak diber ikan.

BI\B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 1O

Masa Retr ibusi  untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan

dag ing  ada lah  Sangka waktu  lamanya 1  (sa tu)  har i  a tau

d i te taokan la in  o leh  Kepa la  Daerah.

Pasa l  11

Saat Retr ibusi  terutang adalah pada saat di tetapkannya SKRD dan

atau  Dokumen la in  yang d ipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1)  Wa3 ib  re t r ibus i  wa j ib  meng is i  SPdORD.

(2)  SPdORD sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )  harus  d i i s i

dengan je las,  benar dan lengkap serta di tanda tangani  o leh

wa; ib Retr ibusi  atau Kuasanya.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal  13

(1)  Berdasarkan SPdORD sebaga imana d imaksud da lam pasa l  12

ayat (1) di tetapkan Retr ibusi  terutang dengan menerbi tkan

SKRD atau  dokumen la in  yang d ipersamakan.

(2) Apabi la berdasarkan hasi l  pemeriksaan dan di temukan data

baru  dan a tau  da ta  yang semula  be lum te rungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah Retr ibusi  yang terutang

maka d ike luarkan SKRDKBT.

( : )  g e n t u t  f .
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(3) Bentuk,  is i  dan tata cara penerbi tan SKRD atau dokumen la in

yang d ipersamakan sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )  dan

SKRDKBT sebaga imana d imaksud pada ayat  (2 )  d i te tapkan

o leh  Kepa la  Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1)  Pemungutan Ret r ibus i  t idak  dapat  d iborongkan.

(2 )  Ret r ibus i  d ipungut  dengan menggunakan SKRD a tau  dokumen

la in  yang d ipersamakan dan a tau  SKRDKBT.

BAB XII

TATA CARA SANKSI ADMINISTRASI

Pasa l  15

Dalam hal  waj ib Retr ibusi  t idak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar,  d ikenakan sanksi  administrasi  berupa

bunga sebesar 2olo (Dua persen) set iap bulan dar i  Retr ibusi  yang

teru tang a tau  kurang d ibayar  dan d i tag ih  dengan menggunakan

STRD.

BAB XII I

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retr ibusi  yang terutang harus di lunasi  sekal igus

d i m u k a .

(2 )  Ret r ibus i  yang te ru lang d i lunas i  se iambat - lambatanya 15

( l ima belas) har i  sejak di terbi tnya SKRD atau dokumen la in

yang d ipersamakan,  SKRDKBT dan STRD,

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran

Retr ibusi  d iatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Retr ibusi  yang terhi tung berdasarkan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan SKRDKBP, STRD, Surat  Keputusan

Keberatan yang menyebabkan jumlah Retr ibusi  yang harus

d ibayar  ber tambah yang t idak  kurang a tau  kurang d ibaya-

o a h t ' .



oleh Waj ib Retr ibusi  dapat di tagih melalui  Badan Urusan

Piu tang dan Le lang Negara  (BUPLN) .

(2 )  Penag ihan Ret r ibus i  me la lu i  BUPLN d i laksanakan berdasarkan

Pera turan  Perundang-undangan yang ber laku .

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 18

(1) Wal ib Retr ibusi  dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau

dokumen la in  yang d ipersamakan,  SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara ter tu l is dalam bahasa Indonesia

d iser ta i  a lasan-a lasan yang je las .

(3) Dalam hal  waj ib Retr ibusi  mengajukan keberatan atas

ketetapan Retr ibusi  secara jabatan. Wal ib Retr ibusi  harus

dapat membukt ikan ket idakbenaran Retr ibusi  tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam langka waktu pal ing lama 2

(dua)  bu lan  se jak  tangga l  SKRD a tau  dokumen la in  yang

d ipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB d i te rb i tkan ,  kecua l i

apabi la waj ib Retr ibusi  ter tentu dapat menunjukkan jangka

waktu  i tu  t idak  dapat  d ipenuh i  karena keadaan d i luar

kekuasaannya.

(5) Keberatan yang t idak memenuhi persyaratan sebagaimana

d imaksud pada ayat  (2 )  dan (3 )  da lam pasa l  in i  t idak

dianggap sebagai  surat  keberatan sehingga t idak

d iper t im bangkan.

(6) Pengajukan keberatan t idak menunda kewaSiban membayar

Retr ibusi  dan pelaksanaan penagihan Retr ibusi .

Pasal  19

Kepala Daerah dalam jangka waktu pal ing

bulan sejak tanggal  surat  keberatan di ter ima

keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan

mener ima se lu ruhnya a tau  sebahag ian ,

menambah besar Retr ibusi  yang terutang.

l a m a  6  ( e n a m )

harus  member i

dapat berupa

meno lak  a tau

aP
( 3 )  A p a b i l a  Y
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(3) Apabi la jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat dan Kepala Daerah t idak memberikan suatu

Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

d i k a b u l k a n .

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2O

(1) Atas kelebihan pembayaran Retr ibusi  waj ib Retr ibusi  dapat

mengajukan permohonan pengembal ian kepada Kepala

Daerah.

(2 )  Kepa la  Daerah da lam jangka 6  (enam)  bu lan  se jak

di ter imanya permohonan kelebihan pembayaran Retr ibusi

sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )  harus  member i

keputusan.

(3 )  Apab i la  Sangka waktu  sebaga imana d imaksud pada ayat  (2 )

te lah  d i lampau i  dan Kepa la  Daerah t idak  member ikan suatu

Keputusan Permohonan Pengembal ian Kelebihan Retr ibusi

d ianggap d ikabu lkan dan SKRDLB harus  d i te rb i tkan  da lam

jangka waktu  pa i ing  lama 1  (sa tu)  bu lan .

(4) Apabi la wal ib Retr ibusi  mempunyai  utang Retr ibusi  la innya

kelebihan pembayaran Retr ibusi  sebagaimana dimaksud

pada ayat  (  1 )  langsung d iperh i tungkan un tuk  melunas i

te r leb ih  dahu lu  hu tang Ret r ibus i  te rsebut .

(5 )  Pengembal ian  Ke leb ihan Pembayaran Ret r ibus i  sebaga imana

d imaksud pada ayat  (1 )  da lam jangka waktu  pa l ing  lama 2

(dua)  bu lan  se jak  d i te rb i tkan  SKRDLB.

(6)  Apab i la  Pengembal ian  Ke leb ihan Pembayaran Ret r ibus i

d i lakukan se te lah  lewat  3angka waktu  2  (dua)  bu lan  Kepa la

Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua

persen) sebulan atas keter lambatan pembayaran kelebihan

retr ibusi .

Pasal  21

(1)  Permohonan pengembal ian  ke leb ihan pembayaran re t r ibus i

yang diajukan secara ter tu l is kepada Kepala Daerah dengan

sekurang-kurangnya menyebutkan :

ef'^  N t ^ . - -
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a.  Nama dan a lamat  wa j ib  re t r ibus i ;

b .  Masa re t r ibus i ;

c .  Besarnya ke leb ihan pembayaran;

d .  A lasan yang s ingkat  dan je las ;

(2) Permohonan pengembal ian kelebihan pembayaran Retr ibusi

disampaikan secara langsung atau melalui  pos tercatat ,

(3)  Bukt i  pener imaan oleh Pejabat Daerah atau bukt i  pengir iman

Pos Tercatat  merupakan bukt i  saat permohonan di ter ima

o leh  Keoa la  Daerah.

Pasal  22

(  1 )  Pengembal ian  Ke leb ihan Ret r ibus i  d i lakukan dengan

memberikan Surat  Per intah membayar kelebihan Retr ibusi .

(2 )  Apab i la  ke leb ihan pembayaran re t r ibus i  d iperh i tungkan

dengan hutang retr ibusi  la innya sebagaimana dimaksud pada

pasal  20 ayat (4),  Pembayaran di lakukan dengan cara

pemindahbukuan dan buk t i  pemindahbukuan juga ber laku

sebagai  bukt i  pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal  23

(1)  Kepa la  Daerah dapat  member ikan Pengurangan/  Ker inganan

dan Pembebasan Retr ibusi .

(2)  Pengurangan, Ker inganan dan Pembebasan Retr ibusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diber ikan antara

lain kepada Waj ib Retr ibusi  dalam rangka hajatan.

(3) Tata Cara Pengurangan, Ker inganan dan Pembebasan

Retr ibusi  d i tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII I

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1)  Hak un tuk  melakukan penag ihan Ret r ibus i ,  keda luwarsa

sete lah  melampau i  jangka waktu  3  ( t iga)  tahun te rh i tung

se;ak saat terhutangnya Retr ibusi ,  kecual i  apabi la Wa3ib

Ret r ibus i  me lakukan t indak  p idana d i  b idang Ret r ibus i .

(2)  Kadalu urru f



(2) Kedaluwarsa penagihan Retr ibusi ,  sebagaimana dimaksud

da lam ayat  (1 )  te r tangguh apab i la  :

a.  Di terbi tkan Surat  Teguran, atau

b.  Ada pengakuan hu tang Ret r ibus i  ba ik  langsung maupun

t idak  langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wa; ib Retr ibusi  yang t idak melaksanakan kewaj iban sehingga

merug ikan keuangan Daerah d iancam P idana Kurungan 6

(enam)  bu lan  a tau  denda pa l ing  banyak  4  (empat )  ka l i

jumlah Retr ibusi  yang terhutang ;

(2 )  T indak  P idana yang d imaksud pada ayat  (1 )  ada lah

pe langgaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

( 1) PeSabat Pegawai Neger i  Sipi l  ter tentu di l ingkungan

Pemerintah Daerah diber i  wewenang khusus sebagai

peny id ik  un tuk  melakukan t indak  P idana d ib idang Perpa jakan

Daerah atau Retr ibusi  Daerah sebagaimana dimaksud dalan

Undang-undang Nomor  B tahun 1981 ten tang Hukum Acara

Pidana.

(2 )  Wewenang peny id ik  sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )

ada lah  :

a .  Mener ima,  mencar i ,  mengumpulkan dan mene l i t i

keterangan atau laporan berkenaan dengan t indak

pidana dibidang Retr ibusi  Daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi  lengkap dan je las ;

b .  Mene l i t i ,  mencar i  dan mengumpulkan ke terangan

mengenai orang pr ibadi  atau badan tentang kebenaran

perbuatan  yang d i lakukan sehubungan dengan t indak

Pidana Retr ibusi  Daerah tersebut;

c.  Meminta keterangan dan bahan bukt i  dar i  orang pr ibadi

a tau  Badan Sehubungan dengan T indak  P idana d ib idang

Retr ibusi  Daerah ;

d .  Memer i k  ru  4
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d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen la in  berkenaan dengan t indak  p idana d ib idang

Retr ibusi  Daerah ;

e .  Me lakukan pengge ledahan un tuk  mendapatkan bahan

bukt i  pembukuan,  pencata tan  dan dokumen-dokumen

lain,  serta melakukan penyi taan terhadap bahan bukt i

tersebut ;

f .  Memin ta  bantuan tenaga ah l i  da iam pe laksanaan tugas

penyidikan t indak Pidana dibidang Retr ibusi  Daerah ;

g .  Menyuruh berhent i  a tau  melarang a tau  melarang

seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang ber langsung dan memeriksa

ident i tas orang yang dibawa sebagaimana yang

d imaksud pada huru f  c .

h.  Memotret  seseorang yang berkai tan dengan t indak

Pidana Retr ibusi  Daerah ;

i .  Memangg i l  o rang yang d idengar  ke terangannya dan

diper iksa sebagai  tersangka atau saksi  ;

J  Menghent ikan  peny id ikan ;

k .  Me lakukan t indakan la in  yang per lu  un tuk  ke lancaran

penyidikan t indak Pidana di  b idang Retr ibusi  daerah

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3 )  Peny id ik  sebaga imana d imaksud pada ayat  (  1 )

member i tahukan d imu la i  peny id ikan dan menyampaikan

has i l  peny id ikannya kepada penuntu t  umum sesua i  dengan

keten tuan yang d ia tu r  da lam Undang Undang Nomor  B

Tahun 1981 ten tanq Hukum Acara  P idana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ber lakunya Qanun in i ,  maka semua ke ten tuan yang

bertentangan dengan Qanun in i  d inyatakan t idak ber laku lagi .

Pasal  28

Hal -ha l  yang be lum d ia tu r  da lam Qanun in i ,  sepanJang mengena i

peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut  dengan

Peraturan Wal ikota.

Pasat 29 ?f.



Pasal 29

Qanun in i  mu la i  ber laku  pada tangga l  d iundangkan.

Agar set iap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun in i  dengan Penempatannya da lam

lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetaokan d i
pada tanggal

Langsa
2 8  M  e  i  2 0 0 7 M

1  J u m a d i l  A w a l  1 4 2 8  H

Diundangkan d i  Langsa
pada tanggal  28 M e i  2007 M

1 1  J u m a d i l  A w a l  1 4 2 8  H

PIh. SEKRETARIS DAERAH
KoIA LtNGSA,

t  Y .  
-  ' - _ v E l -

M. DJAKFAR DJUNED
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